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RUU Kehutanan Rampung Diharmonisas

Panja Periiat Pengakiian
{erhadap Masyarakat Adat

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah merampungkan
harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, Salah satu substansi
yang dimasukkan adalah penguatan pengakuan terhadap
masyarakat adat, serta penguasaan dan kepemilikan
tanah eksisting dalam basis data kawasan hutan.

KETUA Panja Harmonisasi
RUU Kehotanan Sturman Pan

jaitan mengatakan, Panja telah

menyelesaikan pemhahasan tek
nis dan substansi RUU tersehut.
Piaknya telah meminta masu
kan dari Kementerian Kehutan
an (Kemenhut] dan Kemenierian

Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (ATR/
BPN) pada 9 dan 15 Juni 2026.
Juga membahas secara intensif
hersama pengusul seperti ang
gota Komisi IV DPR sejak 2 Juni
2026 hingga 16 Juli 2026,

delapan poin penyempurnaan
dalam RUU Kehutanan hasil har
monisast, ujarSturmandi Cedung
DPR. Jakarta, Senin (207/2026).

Diketahui, RUU Kehutanan
saat ini tengah dibahas dan i
harmonisasi oleh Balep DPR dan
Kemenbut. Revist ini bermujuan
untuk memperkuat perlindungan
hutan lindung, menyelesaikan
konflik agraria, dan menata ulang
petizinan.

Sturman merinci delapan pin
penyempurnaan dalam RUU Ke
hutanan hasil harmonisasi. Per
tama, melakukan perbaikan dan
penyempuenaan teknis terhadap

Ketentuan pembentukan peraturan
perundang undangan.

Kedua, menyempurnakan ru
musan Pasal 4 ayat (2) terkait
penguasaan hutan oleh negara
apar selaras dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomar 3/PUL-X/2012 yang
menetapkan bahwa hutan adat bu
Kan Lagi hutan negara, melainkan
hutan hak yang penguasaannya
dikermbalikan kepada Masyarakat
Hukum Adat (MHA).

Ketiga, menambahkan ketenta
an mengena kewajiban pelibatan
partsipasi masyarakat dalam pen
pukuhan kawasan hutan sebagai

"Akhimya panja menyepakati 13 catatan agar sesuai dengan  mana diatur dalam Pasal 15 ayal

(5], Keempat, mengembalikan
rumusan Pasal 24 dan Pasal 41
sebgaimana dianyr dalam undang
tndang yang berlaku saat niterkait
pemanfaatan kawasan hutan yang
dhkecualikan, termasuk keteniuan
mengenai kewajiban reboisasi
Kelima, menambahkan rumy
san mengenal keheradaan masya
rakat adat serta penguasaan dan
epemilikan tanah eksisting dalam
Pasal 61 A ayat (6] vang mengatur
asis data. Keenam, menambah
an ketentuan vang mewajibkan
pelibatan masyarakat terdanpak
padaseluruh tahapan pengukuhan
Kawasan hutan sebagaimana diaur
dlalam Pasal 81 avat (3). n1iF
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